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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab II ini akan di bahas hal-hal sebagai berikut : Kajian Teoritis dan 
Penelitian Terdahulu yang Relevan. 
2.1.  Kajian Teoretis 
Kajian Teoritis menurut Samsuri (2003), merupakan seperangkat konsep 
dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan 
sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel, 
dengan tujuan untuk menerangkan dan meramaikan fenomena. Adapun kajian 
teoretis dalam penelitian ini meliputi kajian teoretis mengenai Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan dan kajian teoretis mengenai Nasionalisme. 
2.1.1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Kajian teoritis mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
meliputi, Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hakikat 
Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fungsi dan Tujuan 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 
2.1.1.1  Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Secara istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia termuat di 
dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang menetapkan  bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan 
Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa. Selanjutnya dikemukakan 
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bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, 
Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan terus di tingkatkan dan di 
kembangkan, ( Listyarti,2007). 
 Undang-undang tersebut sudah menjelaskan bahwa pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hal itu pula maka dapat di simpulkan 
bahwa pendidikan nasional juga di muat pada mata di Indonesia mengemban misi 
sebagai Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan bela negara. Dalam bagian 
penjelasan undang-undang di nyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di maksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam  pasal 3 Undang-
Undang No. 20 tahun 2003 memuat Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
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2.1.1.2 Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Menurut Suwanda (2016), di dalam kurikulum sekolah Proyek Perintis 
Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 ada mata pelajaran Pendidikan Kewargaan 
Negara (PKN) dan ada Pengetahuan Kewargaan Negara. Melalui kurikulum PPSP 
pada jenjang SD 8 tahun, di Tawangmangu Solo Jawa Tengah seperti Achmad 
Sanusi, Noeman Soemantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal 
dari IKIP Bandung. Dan pada pengembangan kurikulum PPSP FKIP Bandung 
berperan sebagai anggota tim pengembang kurikulum tersebut. Dalam kurikulum 
SD 8 tahun PPSP diperkenalkan mata pelajaran dengan istilah Pendidikan 
Kewargaan Negara/Studi Sosial yang di dalamnya berisikan tentang materi ilmu 
pengetahuan sosial (IPS). Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah 4 tahun, 
diberikan mata pelajaran Studi Sosial Terpadu dan mata pelajaran Pendidikan 
Kewargaan Negara (PKN) dan Civics dan Hukum khusus bagi yang mengambil 
jurusan sosial. Selama ini apabila dicermati ada dua wacana berbeda yang 
berkembang yang perlu mendapat penjelasan.Ada istilah kewarganegaraan dan 
kenegaraan.  
Soemantri dalam Suwanda (2016),  mengatakan bahwa istilah 
kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga 
negara dalam suatu negara, seperti misalnya tentang perolehan status dan 
kehilangan status warga Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang 
Undang No. 12 tahun 2011.Sementara istilah kewargaan Negara merupakan 
terjemahan dari istilah “Civics” yaitu merupakan mata pelajaran ilmu sosial yang 
bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga Negara 
yang baik (good citizen).Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah 
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warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu 
(keterampilan) melaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara sehari-hari atau dengan kata lain warga Negara yang baik adalah warga 
Negara yang tahu, sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai 
warga Negara. 
Menurut Suwanda (2016),  Sejak berlakunya Undang Undang RI No. 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang 
Undang No. 2 tahun 1989, pasal 37 ayat (2) menetapkan kurikulum pada 
pendidikan dasar, pndidikan menengah dan pendidikan tinggi harus memuat 
pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dengan demikian 
pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan secara sendiri, namun berubah namanya 
menjadi pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya berisikan pendidikan 
nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila. Adapun tujuan diberikannya 
Pendidikan kewarganegaraan adalah dimaksudkan untuk membentuk peserta 
didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini 
seiring dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang 
Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai 
pengganti Undang Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan dan mewujudkan tujuan 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis 
dan bertanggung jawab. Secara substanstif pendidikan kewarganegaraan 
sebagaimana yang ada dalam undang undang SISDIKNAS dapat dipahami 
sebagai suatu mata pelajaran yang merupakan wahana pedagogis untuk 
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mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotisme 
serta nilai kebajikan demokratis yang seringkali menjadi persoalan dalam 
mencapai tujuan tersebut adalah di dalam merancang dan melaksanakan 
pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat 
mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diharapkan. 
Uraian tersebut di atas dapat melihat cita-cita, konsep, nilai serta prinsip 
yang secara konseptual tersurat dan tersirat di dalam dokumen-dokumen resmi 
yang memuat pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia terkait Pendidikan 
Kewarganegaraan. 
2.1.1.3  Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Sekolah merupakan wahana bagi pengembangan dan pembentukan warga 
negara yang cerdas, demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karenanya 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara kurikuler harus dapat berfungsi 
menjadi wahana psikologis-pedagogis utama dalam mengembangkan dan 
membentuk warga negara yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan amanat yang 
diberikan oleh peraturan perundangan yang terkait dengannya, seperti halnya : 
2.1.1.3.1 Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang 
berbunyi : ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
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Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia ”. Dari situ sudah jelas menyatakan bahwa 
pembentukan pemerintahan negara Indonesia dimaksudkan untuk : 
“Mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
2.1.1.3.2 Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 ditentukan bahwa : “Pendidikan Nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, dan seterusnya ……” 
2.1.1.3.3 Pasal 4 menentukan bahwa pendidikan diselengggarakan secara : (1) 
demokratis dan berkeadilan, (2) sebagai satu kesatuan yang sistemik, 
(3) sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, 
(4) memberikan keteladanan, membangun kemauan dan 
mengembangkan kreativitas, (5) dapat mengembangkan budaya 
membaca, menulis, dan berhitung bagi masyarakat, (6) dapat 
memberdayakan semua komponen masyarakat. 
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2.1.1.3.4 Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa :“kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan 
kewarganegaraan, bahasa, dan seterusnya …..” 
2.1.1.3.5 Pasal 38 menyatakan bahwa : “Kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok 
atau setiap satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah 
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen 
Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk 
pendidikan menengah”. 
2.1.1.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan: 
2.1.1.4.1 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan : 
“Kurikulum Sekolah Dasar/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, 
SMA/MA/SMALB /Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat 
terdiri dari : 
 
1)  kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. 
2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3) 
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) kelompok 
mata pelajaran estetika. 5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga 
dan kesehatan.  
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2.1.1.4.2 Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa : 
“Setiap kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok 
mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau penghayatan peserta 
didik”. 
Uraian tersebut di atas nampak bahwa pendidikan kewarganegaraan 
diberikan dan dikembangkan sebagai pranata atau tatanan secara sosio-pedagogis 
yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kualitas pribadi peserta didik. Oleh 
karena itu sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu di arahkan dan 
dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 
sepanjang hayat. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah juga harus mampu 
memberi ketauladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 
peserta didik. Untuk itu proses pembelajaran yang dilakukan hendaknya 
berlangsung secara demokratis. Secara bertahap sekolah hendaknya menjadi 
komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan 
akan hak dan kewajiban serta adanya keharmonisan dalam menjalani hidup di 
dalam masyarakat yang tertib, adil dan beradab. Dalam kaitan itulah mata 
pelajaran PPKn harus berfungsi sebagai wahana yang ada di dalam kurikulum 
untuk mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan 
bertanggung jawab.  
Suwanda (2016),  mengatakan Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk : 
a) Menambah pengetahuan atau wawasan peserta didik akan segala hal yang 
terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan 
benar melalui berbagai cara dan metode (aspek kognitif). 
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b) Membina dan membentuk sikap warganegara yang mau dan meyakini akan 
pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengetahuan yang telah 
dipahami tersebut akan diyakini dan terinternalisasi dalam diri atau 
mempribadi dalam jiwa peserta didik, yang akan menjadi sikapnya dalam 
menanggapi persoalan-persoalan yang ada (aspek sikap). 
c) Melatih keterampilan kewarganegaraan kepada peserta didik untuk dapat 
menjadi warga negara yang terampil berdemokrasi. Hal ini dilakukan melalui 
atau dengan cara membiasakan atau membudayakan kepada peserta didik 
bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari aspek Psikomotor). 
Semua hal tersebut di atas nampaknya sejalan dengan tujuan pendidikan 
yang dicanangkan oleh UNESCO, yakni learning to know (aspek Pengetahuan), 
learning to be (aspek Afektif), learning to do and learning to life to gether (aspek 
keterampilan). Untuk itu semua maka PPKn dikembangkan agar mampu 
mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di 
era global. Warga Negara yang diharapkan melalui PPKn adalah : (a) warga 
negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga 
negara yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan 
internasional, (Isep,2013). Di era global ini PPKn seyogyanya diarahkan lebih 
fungsional dan dapat membantu peserta didik dalam memecahkan persoalan serta 
mampu mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.Untuk itu PPKn hendaknya disesuaikan dengan tuntutan 
dan perkembangan masyarakat. Maksudnya, PPKn hendaknya mampu sebagai 
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wahana yang dapat membentuk dan mengembangkan peserta didik menjadi warga 
negara yang memiliki kecerdasan untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. 
2.1.2. Nasionalisme  
2.1.2.1 Pengertian Dari Nasionalisme 
 Bentuk nasionalisme Indonesia tidak semuanya meniru dari nasionalisme 
yang ada di negara-negara barat. Tidak bisa dipungkiri bahwa nasionalisme 
Indonesia lahir sebagai alat gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dan 
imperialisme. Akan tetapi pada dasarnya nasionalisme Indonesia terlahir karena 
adanya politik identitas serta solidaritas, yaitu sebuah rasa bahwa bangsa 
Indonesia pernah mempunyai peradaban yang besar. Seperti Kerajaan Sriwijaya 
dan Majapahit dari berbagai peninggalan yang berupa bangunan-bangunan 
misalnya candi sampai peninggalan nilai-nilai luhur yang pernah ada di 
Nusantara. “Nasionalisme di Indonesia merupakan suatu cara untuk “saringan 
ideologis” yang berbasis nilai-nilai luhur yang telah lama berkembang di 
Nusantara”, (Zusron,2015). 
 Pengertian nasionalisme menurut Kartodirdjo (1999), yaitu dalam bahasa 
Indonesia memiliki dua pengertian: paham kesadaran untuk hidup bersama 
sebagai suatu bangsa karena adanya kesamaan kepentingan, rasa senasib 
sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini serta kesamaan 
pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. 
Untuk itu diperlukan semangat patriot dan perikemanusiaan yang tinggi serta 
demokratisasi dan kebebasan berfikir sehingga akan mampu menumbuhkan 
semangat persatuan dalam masyarakat pluralis. 
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 Menurut Wangsa, L.M.S. (2004), Nasionalisme di tempatkan pada posisi 
pertama bukan tanpa sebab. Sejak beberapa tahun terakhir ini Indonesia 
tampaknya mengalami beberapa jenis konflik sekaligus. Di beberapa daerah 
menguatnya semangat separatisme bersenjata mengingatkan kita pada 
pengalaman-pengalaman menyedihkan di masa lalu. Di beberapa daerah lainnya 
telah di saksikan bahwa maraknya semangat kesukuan dan fanatisme agama telah 
membawa korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Ketika saya 
korelasikan dengan skripsi saya tidak menutup kemungkinan kelak karena 
perekonomian yang buruk bisa jadi konflik bertambah dengan berpindahnya 
warga negara ke negara yang tingkat perekonimiannya mejamin dan lebih baik 
dari Republik Indonesia.  
Menurut Hara (2000), nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas yaitu 
persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan 
budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme, juga diperlukan 
sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. 
Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari, di rasa dan 
bukan warisan yang turun temurun (keturunan) dari satu generasi kepada generasi 
berikutnya. 
Lahirnya nasionalisme di Indonesia selain disebabkan penderitaan panjang 
di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum dan politik, juga dipengaruhi oleh 
meningkatnya semangat serasa dan senasib bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam 
meraih kemerdekaan, antara lain dari Filipina dan India. Sejarah terbentuknya 
nasionalisme di Indonesia disebabkan oleh adanya perasaan senasib 
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sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi yang subyektif, dan kemudian 
kondisi obyektif secara geografis menemukan koneksitasnya (Rachmat, 1996). 
2.1.2.2 Bentuk - bentuk Nasionalisme 
Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Listyarti (2007 :28) 
antara lain :  
2.1.2.2.1 Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme 
di mana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif 
rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk 
nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan 
menjadi bahan tulisannya.  
2.1.2.2.2 Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah di mana negara 
memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah 
masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.  
2.1.2.2.3 Nasionalisme romatik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara 
memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan 
merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik 
menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme 
romantik  
2.1.2.2.4 Nasionalisme budaya adalah nasionalisme di mana negara memperoleh 
kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun 
seperti warna kulit  
2.1.2.2.5 Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme 
kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme 
etnis . Dalam nasionalisme kenegaraan bangsa adalah suatu komunitas 
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yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan 
negara.  
2.1.2.2.6 Nasionalisme agama adalah nasionalisme di mana negara memperoleh 
legitimasi politik dari persamaan agama. 
 
2.2  Penelitian Terdahulu yang Relevan  
Pada subbab ini penulis akan memaparkan tinjauan penulis atas beberapa 
penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta beberapa konsep yang memiliki 
keterkaitan dengan penelitian ini.  Guna mendukung skripsi peneliti yang berjudul 
“Peranan Mata Pelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Pada 
Siswa Smpn 4 Nguling” maka peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap 
penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dengan tema 
peneliti.   
Penelitian terdahulu berjudul “Peran Pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam Membentuk Sikap Nasionalisme Siswa SMP 
Muhammadiyah Purwokerto” oleh Elly Hasan Sadeli dan Banani Ma’mur. 
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menanamkan pemahaman yang 
mendalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip dan semangat kebangsaan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan 
Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia serta membina dan mengembangkan 
sikap nasionalisme dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Melihat kenyataan sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat 
Indonesia khususnya generasi muda rasa nasionalisme dan cinta tanah airnya 
sudah mulai luntur bahkan terkikis dari dalam dirinya. Hal ini bisa dilihat dari 
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banyaknya remaja Indonesia yang lebih senang meniru gaya hidup orang barat 
dalam berbagai hal, lebih senang dan bangga menggunakan produk luar negeri 
daripada produk dalam negeri sendiri karena dianggap modern apabila 
menggunakan produk luar negeri. Tulisan ini memiliki tujuan yang pertama yaitu, 
Pendidikan kewarganegaraan yang difokuskan pada materi yang bermuatan nilai-
nilai nasionalisme, serta didukung oleh adanya aktivitas siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler secara langsung telah mengembangkan wawasan kebangsaan dan 
rasa nasionalisme pada diri siswa. Kedua, Keterbatasan sumber belajar, siswa 
yang kebanyakan masih pasif serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, 
menjadikan pembentukkan nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PKn 
menjadi kurang efektif. Ketiga, Pemilihan komponen pembelajaran bervariasi 
yang dilakukan guru PKn, didukung dengan kegiatan upacara bendera, pramuka, 
kompetisi olahraga serta acara kesenian daerah merupakan bentuk stimulus dalam 
membentuk sikap nasionalisme dalam diri siswa. Metode Penelitian yang 
digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi 
literatur. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto. 
Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah guru PKn, siswa dan kepala 
sekolah. 
Penelitian saya garis besarnya adalah sebagaian menyinggung tentang 
adanya TKI yang sudah enak di negara warga Nguling mengais rezeki dan tidak 
mau kembali kenegara kesatuan Republik Indonesia dan berpindah 
kewarganegaraan tempat ia bekerja. Mata pelajaran PPKn adalah ujung tombak 
cara bangsa untuk mengajari seseorang dan menumbuhkan jiwa seseorang untuk 
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cinta tanah air atau nasionalisme. Ketika kita menela’ah kembali tentang 
nasionalisme di negara kita Indonesia banyak jiwa yang sudah luntur 
nasionalismenya  bahkan ada juga yang sudah meninggalkan tanah air untuk 
kemakmuran dirinya sendiri. Hal ini bisa dilihat di daerah Nguling Kabupaten 
Pasuruan, di sana ada banyak yang mengais rezeki di Negeri orang. Meskipun 
tidak banyak yang menetap menjadi orang sana (tempat negara dia bekerja) dan 
banyak yang hanya bekerja menjadi TKI dan meninggalkan ibu pertiwi, tetapi 
cara seperti ini membuat generasi penerus banyak yang bercita-cita keluar negeri 
untuk bekerja.  
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